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Hal : Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2027

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2026, dengan ini disampaikan daftar Rancangan

Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027, yang terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil;

2. Dana Alokasi Umum;

3. Dana Alokasi Khusus Fisik;

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

5. Hibah ke Daerah;

6. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;

7. Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua;

8. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua;

9. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; dan

10. Dana Desa

Dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi Pemerintah Daerah, dapat kami

sampaikan bahwa Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2027 tersebut, selanjutnya dapat

diakses oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIKD setiap daerah pada tautan

https://sikd.kemenkeu.go.id/. Lebih lanjut, rancangan tersebut secara resmi akan ditetapkan

dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2027.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan

keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu

Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat

menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka

mendukung penyelenggaraan good governance, diharapkan tidak menyampaikan pemberian

dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk

informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor WA:

0813 1000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4), Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Nufransa Wira Sakti

Tembusan:
Yth. Menteri Keuangan RI

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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